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P O L I C Y   B R I E F

URGENSI ANGGARANDAERAH UNTUKMENURUNKAN ANGKADEFORESTRASI DANPENCAPAIAN TARGETPERHUTANAN SOSIAL DIKALBAR

URGENSI ANGGARANDAERAH UNTUKMENURUNKAN ANGKADEFORESTRASI DANPENCAPAIAN TARGETPERHUTANAN SOSIAL DIKALBAR

RPJMN 2015-2019 menargetkan perhutanan sosial diKalimantan Barat seluas 2,1 juta hektar. Banyak studi yangmenunjukan manfaat perhutanan sosial, seperti terjaganyakelestarian dan keberlangsungan manfaathutan melalui pemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu dan Jasa Lingkungan,Penambahan stok karbon. Melaluiperhutanan sosial, pemerintah tidak perlumengalokasikan belanja untuk rehabilitasihutan dan lahan, mengingat pengelolaanperhutanan sosial oleh masyarakat,dengan mengedepankan kearifan lokal,dapat menjaga kelestarian fungsikawasan.Pentingnya perhutanan sosial jugaberdampak langsung pada peningkatankualitas hidup masyarakat sekitar hutan.Hal ini cukup beralasan ketika sebagianbesar manfaat hutan hanya dinikmati olehpihak lain diluar masyarakat sekitar hutan.Padahal, pola dan karakteristik hidupmasyarakat sekitar hutan memilikiketergantungan tinggi terhadap hutan.Banyak studi yang menunjukkan manfaatekonomi secara signifikan yang dihasilkanmelalui pengelolaan perhutanan sosial.Semisal, Hasil studi Siti Zunariyah (2002)yang menunjukkan bahwa pengelolaanHutan Desa di Kab. Kulon Progo yangmenunjukkan Net Percent Value (NPV)1
pada pengelolaan di Hutan Produksiberkisar 2,1 juta per hektar per tahunhingga 9,3 juta per hektar per tahun.Sedangkan pengelolaan pada HutanLindung memiliki NPV sebesar 436 ribuper hektar per tahun hingga 3,4 juta per hektar per tahun.Pada studi yang lain, (Motoku dkk, 2014) menunjukkanbahwa pengelolaan Hutan mangrove di Sulawesi Tengah

memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 milyar per tahundikawasan seluas 230 hektar.Keberadaan perhutanan sosial merupakan upayaoptimalisasi potensi hutan untuk dikelolasecara arif dan lestari. Untuk mendukungpencapaian tujuan nasional, maka pentingbagi tiap daerah, termasuklah KalimantanBarat, untuk meninjau ulang pelaksanaanpembangunan disektor kehutanan.Beranjak dari banyaknya manfaatpengelolaan hutan oleh masyarakat, JARI dankalangan masyarakat sipil lainnyaberpandangan bahwa pengelolaan hutan yanglestari dan berkelanjutan tidak dapat lagidisandarkan pada kekuatan swasta yangselama ini terbukti secara dominan telahmenghasilkan kerusakan hutan yang parahakibat dari konsep developmentalism yangtidak terkontrol. Karena itu sudah saatnya,pengelolaan hutan diberikan ruang yangseluasnya kepada masyarakat untukmendapatkan akses dan hak untuk mengelolahutan yang selama ini dekat dengankehidupan dan kebudayaan mereka. JARImemandang bahwa hal in sejalan denganprinsip TRI SAKTI PEMBANGUNANPemerintahan JOKOWI -JK . Karena ituPerhutanan sosial diyakni merupakanmanifestasi dari konsep tersebut dimanamasyarakat mendapat pengakuan atas hakterhadap hutan (berdaulat di bidang politik),untuk mendapatkan kesejahteraan melaluihutan tanpa bertumpu pada kekuatan modalbesar (berdikari di bidang ekonomi) dan tetapmenjalankan kearifan lokal dalammelestarikan hutan (berkepribadian dalam kebudayaan).Karena itu target perhutanan sosial yang telah ditetapkanoleh Pemerintahan JOKOWI-JK harus diapresiasi dan
1 Selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon
faktor. Dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini.

PENDAHULUAN

“Melaluiperhutanansosial,pemerintahtidak perlumengalokasikanbelanja untukrehabilitasihutan danlahan,mengingatpengelolaanperhutanansosial olehmasyarakat,denganmengedepankankearifan lokal,dapat menjagakelestarianfungsikawasan”
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diupayakan secara kuat olehseluruh komponen . BaikPemerintah daerah maupunpusat juga oleh kalanganmasyarakat sipil dan stake-holder lainnya. Dalam konteksmandatory, hal ini jelas sebagaiprovinsi yang memiliki potensihutan yang luas, maka target2,1 juta hektar membutuhkankerja keras pemerintahan Kali-mantan Barat untuk men-capainya.Target perhutanan sosialseluas 2,1 juta hektar membu-tuhkan kerja keras bagi peme-rintahan Kalimantan Barat.Luas kawasan yang dicadang-kan untuk perhutanan sosial(Hutan Desa, Hutan Kemasya-rakatan, dan Hutan TanamanRakyat) baru mencapai11,83% dari target, yaitu se-luas 265,5 ribu hektar (detaillokasi, target, dan capaian perhutanan sosial dapat dilihatpada lampiran 1). Angka tersebut terbatas padapencadangan kawasan untuk perhutanan sosial, danpastinya mengalami penyusutan untuk kawasan yang telahmemiliki izin pengelolaan. Hanya sebesar 1% atau seluas15,4 ribu hektar kawasan yang telah memperoleh izinpengelolaan pada skema perhutanan sosial. Perlunyapenanganan cepat terhadap perhutanan sosial, disampingalasan ekonomis, ekologis, dan kualitas hidup masyarakat,juga untuk menghindari habisnya masa berlaku PAK di Kab.Kayong Utara seluas 15,5 ribu hektar. Hal tersebut terjadiakibat terbatasnya kemampuan dalam pendampingan danfasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dorongan untukmemperluas perhutanan sosial bukannya tidak beralasan.Kondisi ini beranjak dari tingginya laju deforestasi danluasnya lahan kritis di Kalimantan Barat. Rata-ratadeforestasi pertahun sejak 2003-2012 di Kalimantan Baratsekitar 71 ribu hektar per tahun. Tingginya angkadeforestasi diperparah dengan luasnya lahan kritis. Padatahun 2014, berdasarkan statistik kehutanan KalimantanBarat 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi adalah

seluas 1.271.985 Ha.Beranjak dari tingginyaangka pengurangan tutu-pan hutan dan luasnyalahan rusak, maka doro-ngan untuk memperluaskawasan perhutanan sosialmenjadi penting. Permasa-lahannya, penanganan la-han kritis bernasib samadengan upaya mendorongperhutanan sosial. Jika me-ngacu pada program ta-hunan sebagai turunan dariRenstra Dinas KehutananKalimantan Barat, hanyaterbatas pada penyediaanbibit dan mendorong kepe-dulian masyarakat dalamperlindungan dan peles-tarian hutan. Penyediaanbibit pun sangat terbatas,yaitu sekitar 1500-an bibitper tahun. Jika dirata-ratakan, maka luasan lahan yang dapat ditanami pada bibittersebut, adalah sekitar 3,75 s.d 4 hektar.Jika mengacu pada peraturan perundangan sebelumterbitnya UU No. 23/ 2014, penanganan lahan kritis peme-rintah provinsi terbatas pada rehabilitasi hutan dan lahanpada Taman Hutan Raya2. Namun saat, kewenangan ter-sebut bertambah. Tak hanya Tahura, namun pula LahanKritis diluar kawasan hutan negara, yaitu seluas 604.602Ha. Jika tetap mempertahankan pola penanganan sepertisebelumnya, maka kontribusi per tahun hanya sebesarsebesar 0,00062% dari total luas lahan kritis diluarkawasan hutan.

2Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 pasal 35 ayat (2)

Gambar 1. Realisasi dan Target Perhutanan Sosial KalimantanBarat

“Target Perhutanan SosialKalbar baru mencapai 11,83%dari target RPJMN”

ALOKASI ANGGARAN VS ANCAMAN LAHAN KRITIS

Rendahnya capaian pada Perhutanan Sosial dan Reha-bilitasi Lahan Kritiis dipengaruhi oleh rendahnya alokasibelanja per tahun untuk urusan kehutanan. Alokasi belanja

pada Dinas Kehutanan cenderung menga-lami penurunan pada tiap APBD Peruba-han. Meskipun disaat bersamaan, terjadikenaikan ruang fiskal yang diakibatkan olehmeningkatnya pendapatan, dan berakibatpada perubahan total belanja daerah.Gambar 2 menunjukkan peningkatanpendapatan dan bertambahnya ruang fiskalpada tiap APBD Perubahan tidak ber-dampak pada peningkatan belanja urusankehutanan. Justru sebaliknya, pada tiap kaliperubahan APBD justru mengakibatkanberkurangnya belanja urusan kehutanan.Kondisi ini menunjukkan adanya pengabai-an terhadap urusan kehutanan ditingkatPemerintah Provinsi.Cenderung menurunnya alokasi belan-ja untuk urusan kehutanan, diperparah dengan besarnyaalokasi untuk belanja tidak langsung. Hal tersebut secaraotomatis mengakibatkan terbatasnya penggunaan belanjalangsung.

Gambar 2. Persentase perubahan dari APBDM ke APBDP
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Gambar 4. Komposisi Pengunaan Belanja urusan Kehutanan

Lebih dari separuh belanja pertahun pada Dinas Kehu-tanan diperuntukkan pada Belanja Tak Langsung. Hal iniberakibat pada semakin rendahnya porsi belanja untuk pen-capaian tujuan program yang dialokasikan melalui BelanjaLangsung. Belum lagi, tidak seluruh alokasi pada BelanjaLangsung diperuntukkan pada pencapaian tujuan program.Sekitar 40% dari total belanja langsung diperuntukkan bagikepentingan operasional kantor ataupun dikenal denganbelanja generik.Berdasarkan gambar 4, dapat terlihat bahwa keterbata-san alokasi belanja untuk urusan kehutanan, tidak sepe-nuhnya diperuntukkan bagi pencapaian tujuan. Hanyasekitar 27% dari total alokasi belanja yang diperuntukkanbagi pencapaian tujuan rencana strategis Dinas Kehutanan.

ALOKASI BELANJA MINIMAL UNTUK MENDORONG PERHUTANAN SOSIAL
Dalam pandangan JARI, skema perhutanan sosial yangsaat ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat  denganbanyaknya usulan untuk mendapatkan akses pengelolaanhutan, menunjukkan bahwa ada keyakinan yang besar darimasyarakat sekitar hutan yang selama ini mendapatkanmanfaat yang berlimpah dari hutan denganhak pengelolaan yang dimiliki, maka akanterjadi peningkatan pendapatan yangberujung pada peningkatan kesejahteraandan martabat yang siginifikan dari hutan.Karena itu jelas mereka memiliki kepen-tingan yang kuat agar hutan tetap lestaridan berkelanjutan. Dalam konteks yanglebih makro, Pemerintah daerah juga ber-kepentingan dengan perhutanan sosial,baik dalam kepentingan yang pragmatis(mendapatkan insentif dari diversifikasiproduk hutan yan non-timber minded)maupun yang substantif (peningkatanindeks pembangunan manusia danpertumbuhan ekonomi lokal).Untuk itu maka menjadi penting dalammelihat sejauhmana komitmen pemerintahdaerah dalam mendorong perhutanan sosi-al yang kami batasi pada dua skema yakni hutan desa danhutan kemasyarakatan. Karena itu berdasarkan kewena-ngan dan konsepsi program kerja yang dimiliki oleh DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Barat, maka analisis ang-garan yang ideal untuk skema perhutanan sosial adalahsebagai berikut :

Hutan Desa (HD)
Alokasi belanja pada Hutan Desa berada pada “KegiatanFasilitasi Pembentukan Pengelolaan Pembangunan HutanDesa.” Nominal belanja yang diperuntukkan pada kegiatanini cenderung mengalami penurunan, meskipun pada saatbersamaan nominal belanja pada Dinas Kehutananmengalami peningkatan.Jika dirata-ratakan sejak 2013, biaya yang diperuntukkandalam melakukan fasilitasi sekitar Rp. 30,3 juta per tahun.Jumlah tersebut diharuskan untuk memfasilitasi 65,9 ribuhektar hutan desa yang telah memperoleh SK PenetapanAreal Kerja (PAK). Maka, biaya riil yang diperuntukkan dalammemfasilitasi hutan desa hanya sebesar Rp. 459 perhektar3. Tentunya angka tersebut sangat kecil jikadibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari hasilHutan Desa.Namun, jumlah tersebut mampu mendorong 4 usulanHutan Desa memperoleh Izin HPHD (Hak Pengelolaan Hu-tan Desa). Artinya alokasi sebesar Rp. 30,3 juta per tahun

Gambar 5. Alokasi Belanja Dinas Kehutanan dan KegiatanFasilitasi Hutan Desa

“Biaya riil yangdiperuntukkandalammemfasilitasihutan desahanya sebesarRp. 459 perhektar”

mampu memfasilitasi seluas 7.040 hektar untuk mem-peroleh HPHD. Maka angka minimal yang dibutuhkan ada-lah sebesar Rp. 4.300 per hektar4.Untuk mendorong percepatan agar lahan 65,9 ribuhektar yang telah memperoleh PAK, namun belum memilikiHPHD, dibutuhkan anggaran sebesar Rp.283,5 juta5. Jumlah tersebut ditambahpula dengan jumlah usulan HD yang di-asumsikan memperoleh PAK, yaitusebesar Rp. 302.5 juta6. Sehingga to-tal untuk memperoleh HPHD dari kawa-san yang telah memperoleh PAK danusulan desa terhadap pengelolaan HutanDesa adalah sekitar Rp. 586 juta.Dari jumlah 586 juta tersebut, sebesarRp. 131.795.000 harus dapatdikucurkan pada tahun 2016. Hal inimengingat masa berlaku PAK hanya 2tahun dan usulan yang telah memperolehPAK ditahun 2014 seluas 22,2 ribu hektardan 2015 seluas 8,5 ribu hektar.Keseluruhan angka diatas hanya untukmelakukan fasilitasi dalam memperolehHPHD bagi usulan yang telah mempero-leh PAK. Namun, masih terdapat seluas 70.350 hektarusulan HD yang belum memperoleh PAK. Jika diasumsikankegiatan pendampingan untuk memperoleh PAK samadengan fasilitasi dalam memperoleh HPHD, maka biayayang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 302.5 juta7.

3 Diperoleh melalui (rata-rata belanja pertahun)/(PAK-HPHD)
4 Diperoleh melalui (rata-rata belanja pertahun)/(HPHD)
5 Diperoleh melalui (HPHD-PAK) x 4.300
6 Diasumsikan usulan HD telah memperoleh PAK, maka (Usulan
HD-(PAK + HPHD) x 4.300)
7 Diperoleh melalui (Usulan HD-(PAK + HPHD) x 4.300)
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Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Sebelum diberlakukannya UU No. 23/2014, kewenanganprovinsi sangat terbatas. Mengacu pada Peraturan MenteriKehutanan No. P.88/Menhut-II/2014. Pada pasal 8 ayat (6),fasilitasi yang dilakukan dalam pengusulan areal kerja HKm

Gambar 7. Komposisi Status HKm

Gambar 8. Logika Alokasi Belanja Hutan Kemasyarakatan

8 Diperoleh melalui (PAK-IUPHKm) x 4.300
9 Diperoleh melalui (usulan HKm-(PAK+IUPHKm) x 4.300
10 Diperoleh melalui (usulan HKm-(IUPHKm) x 4.300

Mengacu pada hasil perhitungan diatas, maka belanjaminimal yang perlu dialokasikan untuk fasilitasi dan pen-dampingan adalah sebesar Rp. 888,6 juta untuk lahanseluas 136,2 ribu hektar atau 6% dari target perhutanansosial pada RPJMN.

Gambar 6. Logika Alokasi Belanja Hutan Desa

merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Pemerintah pro-vinsi, dapat terlibat, namun keberadaannya bukan meru-pakan kewajiban (pasal 11 ayat 4).Hingga 2016, luas hutan kemasyarakatan yang telahmemperoleh izin pengelolaan (IUPHKm) adalah seluas8.900 hektar, atau 26% dari total usulan HKm yang seluas33,7 ribu hektar. Diakibatkan keterbatasan kewenangantersebut, maka tidak dapat dilacak apakah keberadaan 8,9ribu hektar IUPHHKm tersebut merupakan kontribusi pe-merintah provinsi ataukah pemerintah kabupaten. Perma-salahannya, berdasarkan UU No. 23/2014, PemerintahKabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalamperhutanan sosial, dan dipindahkan ke Pemerintah Provinsi.Jika diasumsikan bahwa belanja perhektar pada HKmsama dengan belanja fasilitasi HD, maka biaya yangdibutuhkan untuk memfasilitasi wilayah yang telahmemperoleh PAK namun belum memperoleh IUPHKmadalah seluas  Rp. 2,7 juta8. Namun terdapat pula seluas24 ribu hektar usulan yang belum memperoleh PAK. Jikadiasumsikan luas usulan tersebut telah memperoleh PAK,maka total biaya fasilitasi HKm adalah sebesar Rp. 104juta9 untuk 24 ribu hektar HKm. Sehingga total biayafasilitasi HKm untuk memperoleh IUPHKm adalah sebesarRp. 106,7 juta10 untuk lahan seluas 24,8 ribu hektar, atauseluas 1% dari target perhutanan sosial pada RPJMN.Namun, sebelum 24 ribu hektar HKm tersebutmemperoleh PAK, dibutuhkan pendampingan danpematangan bagi masyarakat yang mengusulkan HKm.Diasumsikan pula, bahwa nominal belanja perhektar samadengan belanja yang digunakan pada HD, yaitu sebesarRp. 4.300 per hektar. Sehingga jumlah yang dibutuhkanuntuk mendorong usulan masyarakat dalam memperolehPAK adalah sebesar Rp. 104 juta. Total biaya yangdibutuhkan untuk perwujudan perhutanan sosial melaluiHKm adalah sebesar Rp. 210,5 juta.

Total biaya yangdibutuhkan untukperwujudan perhutanansosial melalui HKm adalahsebesar Rp. 210,5 juta
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Belanja Minimal Perhutanan Sosial
Berdasarkan kajian diatas, jika hanya menindaklanjutiusulan yang sudah ada pada HD (Rp. 888,6 juta) dan HKm(Rp. 201,5 juta), maka total belanja yang dibutuhkan adalahsekitar Rp. 1 milyar. Jumlah tersebut hanya mampumenangani 161 ribu hektar atau hanya sebesar 8% daritarget perhutanan sosial di Kalimantan Barat. Jikadiasumsikan bahwa sebesar 161 ribu hektar tersebut telahmemperoleh izin pengelolaan, ditambah denganperhutanan sosial yang saat ini telah memperoleh izin

pengelolaan, maka total luas wilayah perhutanan sosialadalah 177 ribu hektar.  Setidaknya dibutuhkan sekitar1,9 juta hektar atau 11 kali lipat untuk mencapai targetRPJMN. Sehingga total yang biaya minimal yang dibutuhkanhingga 2019, adalah sekitar Rp. 12 milyar11. Angkatersebut belum memasukkan kegiatan yang mendorongmasyarakat untuk mengusulkan perhutanan sosial.

11 Diperoleh melalui 11 milyar untuk 1,9 juta hektar target yang
belum diusulkan + 1 milyar pada luas yang telah diusulkan

ALOKASI BELANJA MINIMAL REHABILITASI LAHAN KRITIS
Pada RPJMN 2015-2019, dalam konteks rehabilitasi lahankritis, target nasional pertahun yang ingin dicapai adalah5,5 juta hektar (kumulatif ). Jika target tersebutdisandingkan dengan daftar lahan kritis secara nasional,luas lahan kritis di Kalbar adalah 4% dari total lahan kritissecara nasional12. Secara sederhana, target akumulatif yangharus ditangani kalbar hingga 2015 adalah seluas 220 ribuhektar. Meskipun angka tersebut tidak dapat menutupiluasan lahan kritis di Kalimantan Barat, namun dalam rangkamendukung kebijakan nasional, target RPJMN dapatmenyelesaikan seluas 17% dari total lahan kritis13.

12 Statistik BPDAS 2014
13 Luas lahan kritis di Kalbar, berdasarkan Statistik Kehutanan
Kalimantan Barat 2014 adalah seluas 1.271.985 hektar yang
terbagi menjadi  667.383 Ha didalam kawasan hutan, dan 604.602
Ha diluar kawasan hutan negara
14 Asumsi jarak antar bibit yang ditanam adalam 5 x 5 meter, dan
hasil diperoleh melalui 1500 bibit x 25 m2
15 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian
Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pasal 9 ayat (3)
yang menjelaskan bahwa penanaman 1.600 bibit/hektar untuk
hutan dan lahan kategori kritis dan sangat kritis (prioritas I),
ataupun 1.100 bibit/hektar untuk hutan dan lahan kategori agak
kritis (prioritas II). Untuk kawasan mangrove membutuhkan bibit
yang lebih banyak, yaitu 3.300 batang/hektar untuk prioritas I,
dan 6.000 batang u
ntuk prioritas II.
16 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2013 pasal 5
ayat (1)
17 Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 pasal 35 ayat (2)
18 Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 pasal 34 ayat (1)

Terbatasnya peran dalam penanganan lahan kritisdiakibatkan rendahnya alokasi belanja pertahunnya.Pengelompokkan kegiatan yang masuk pada kategorirehabilitasi hutan dan lahan yang ada pada Dinas Kehutananterbatas pada koordinasi, monitoring, dan evaluasi.Outputnya, terbatas pada penyediaan bibit dan mendorongkepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pelestarianhutan.Ironisnya, penyediaan bibit pun sangat terbatas, yaitusekitar 1500 bibit per tahun. Jika dirata-ratakan, makaluasan lahan yang dapat ditanami pada bibit tersebut,adalah sekitar 3,75 hektar14 per tahun.Jika dalam 1 tahun, maka kontribusi penanganan lahankritis oleh Dinas Kehutanan hanya seluas 3,75 Ha pertahun,maka upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebesar0,00062% dari total luas lahan kritis pertahun. Bahkan,jika mengacu pada Permenhut No. P.9/Menhut-II/201315
1500 bibit hanya dapat diperuntukkan bagi 1-2 Hektar.Jika kondisi ini dibiarkan, maka untuk menangani lahankritis diluar kawasan hutan, dibutuhkan waktu ratusan ributahun (161.227 tahun). Kecilnya kontribusi dinas kehutananprovinsi, memungkinkan akan semakin menjadi lebih kecilketika rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya sebatas padakegiatan pembibitan dan persemaian, namun juga perludilakukan aktivitas lanjutan, seperti (1) penanaman, (2)pemeliharaan tanaman, (3) pengamanan, dan (4) kegiatanpendukung16.Disamping itu, pengadaan bibit sebagaimana yangdijelaskan diatas hanya diakomodir oleh dua kegiatan, yaitu(1) kegiatan Pengelolaan Lokasi Pengembangan TanamanUnggulan Lokal, dan (2) Kegiatan Pengelolaan PersemaianDinas Kehutanan Prov. Kalbar. Rata-rata alokasi belanjayang diperuntukkan bagi dua kegiatan tersebut sebesarRp. 115.772.000 untuk pengadaan dan persemaian bibit.Jumlah rata-rata belanja tersebut, jika dibagi dengan jumlahbibit yang tersedia, yaitu sebesar  Rp. 77.181 untukpenyediaan dan penyemaian 1 batang bibit. Ironisnya, bibittersebut tidak dipersiapkan untuk penanganan rehabilitasi

Rendahnya Kemampuan dalamPenanganan Lahan Kritis

hutan dan lahan secara langsung oleh Dinas Kehutanan,melainkan untuk kebutuhan pihak lain yang membutuhkanuntuk kepentingan studi, riset, ataupun penanaman yangberada diluar kendali Dinas Kehutanan Provinsi.  Sehinggadapat dikatakan bahwa kontribusi yang dilakukanDinas Kehutanan terhadap rehabilitasi hutan danlahan sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,00062%.Kecilnya kontribusi yang dimiliki oleh Dinas KehutananProvinsi diakibatkan oleh terbatasnya kewenangan yangdimilki. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76tahun 2008, Pemerintah Provinsi hanya dapatmelakukan rehabilitasi hutan dan lahan padaTaman Hutan Raya17. Dan kegiatan yang dilakukantersebut hanya sebatas kegiatan pendukung untukpelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan18. Pelaksanarehabilitasi hutan dan lahan berada pada pemerintah pusat(kawasan hutan konservasi kecuali taman hutan raya),pemerintah kabupaten/kota (kawasan hutan produksi danhutan lindung yang tidak dibebani hak atau izin), danpemegang izin.Berdasarkan ketentuan tersebut, keterbatasan kewe-nangan pada pemerintah provinsi berakibat pada kecilnyakontribusi untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Hal iniberakibat pula pada terbatasnya alokasi belanja yangdiperuntukkan pada penangan urusan tersebut.

Kontribusi penanganan lahankritis hanya seluas 3,75 Hapertahun

asmirinaldi
Highlight

asmirinaldi
Highlight

asmirinaldi
Highlight

asmirinaldi
Highlight

asmirinaldi
Highlight



Jl. Parit Haji Husin II Komplek Permata Paris No. A10, Kelurahan Bangka Belitung Darat, KotaPontianak, Kalimantan Barat. Telp/Fax.0561-746584Email :jariborbar@yahoo.com /sekretariatwilayah@jariborneo.orgWebsite: jariborneo.org, Facebook :http://www.facebook.com/jariborneobarat

Jika mengacu pada UU No. 23 tahun 2014, terjadipenambahan kewenangan pada Pemerintah Provinsi dalamurusan kehutanan. Dalam konteks rehabilitasi lahan,pemerintah provinsi berkewajiban melakukan Pelaksanaanrehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Jika sebelumnyapemerintah Kabupaten memiliki kewenangan serupa dalamkawasan hutan skala kabupaten, kewenangan tersebutdialihkan pada pemerintahan provinsi.Perubahan kewenangan dalam penanganan lahan kritismembutuhkan perumusan ulang terhadap alokasi belanjapenanganan lahan kritis. Jumlah yang selama inidialokasikan untuk penanganan masih sangat rendah. Jikamengacu pada Permenhut No. P.26/Menhut-II/2009tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan TanamanIndustri dan Hutan Tanaman Rakyat, untuk biaya terendahkegiatan penanaman (termasuklah (1) persemaian danpembibitan, (2) persiapan lahan, dan (3) penanaman)adalah sebesar Rp. 5.320.40019. Biaya tersebut tidaktermasuk kegiatan pemeliharaan, perlindungan, danpengamanan hutan dan lahan.

Rumusan Biaya Minimal Penanganan Lahan Kritis
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, targetakumulatif yang harus ditangani kalbar hingga 2015(mengacu pada target capaian RPJMN) adalah seluas 220ribu hektar. Ataupun 17% dari total lahan kritis dapat diatasihingga 2019.Anggap saja target 220 ribu hektar tersebut dibagipenanganannya antara Pemerintah Pusat (lahan kritisdidalam kawasan hutan) dan pemerintah provinsi (diluarkawasan hutan), sehingga masing-masing memiliki target110 ribu hektar hingga 2019. Tersisa waktu 3 tahun untukmencapai target tersebut, sehingga target tahunan yangharus dipenuhi oleh pemerintah provinsi adalah 36,7 ribuhektar. Jika menggunakan standar biaya penanaman,dengan jumlah minimal per hektar adalah Rp. 5.320.400,maka biaya yang perlu dialokasikan pertahun adalah Rp.195 milyar per tahun.

19 Biaya terendah sebesar Rp. 5.320.400 dan tertinggi adalah Rp.
7.315.551

REKOMENDASI KEBIJAKAN
1. Mendudukan konsep pemahaman bahwa urusankehutanan (yang merupakan urusan pilihan) bukanlagi dianggap sebagai urusan yang bukanprioritas seperti yang dipahami oleh mainstream,Namun menjadi prioritas karena memang urusan pilihanlebih karena karakter wilayah dan secara nyata telahmemberikan dampak yang dashyat (bencana alam,hilangnya sumber daya ekonomi dsb) yang  ditimbulkandari kerusakan hutan.2. Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang memilikihukum adat namun tidak memiliki / berkurangnyawilayah adat mereka karena tergerus oleh ekspansilahan yang diakibatkan oleh pemilik konsesi, hendaknyamenjadi peluang untuk melakukan revitalisasi nilai-nilaiadat melalui pengakuan terhadap hak atas pengelolaanhutan yang mandiri dan berkelanjutan3. Melakukan review terhadap rencana kerja tahunanuntuk program perhutanan sosial di Dinas kehutananyang hanya setiap tahunnya menargetkan 2 skemaperhutanan sosial yakni 1 hutan desa dan 1 hutankemasyarakatan yang mendapatkan hak pengeloaanmenjadi 20 pada tahun 2017 mendatang4. Perlunya alokasi belanja sebesar 283,5 juta ditahun

2016 dan 302,5 juta ditahun berikutnya, untukmelakukan fasilitasi Hutan Desa yang telah memperolehSK PAK agar memperoleh HPHD. Hal ini dapatdialokasikan pada APBD Perubahan 2016 ,mengingat adanya masa kadaluarsa statuspenetapan areal kerja hutan desa yang jika tidaksegera diproses akan berpengaruh terhadapproses pengurusan perizinannya.5. Perlunya alokasi belanja sebesar 302,5 juta ditahun2016, untuk melakukan pendampingan terhadap usulanHutan Desa agar memperoleh SK PAK6. Perlunya alokasi belanja sebesar 2,7 juta ditahun 2016dan 104 ditahun berikutnya untuk meningkatkan sta-tus HKm yang telah memperoleh PAK menjadi IUPHKm7. Perlunya alokasi belanja sebesar 104 juta ditahun 2016untuk melakukan pendampingan terhadap usulan HKmagar memperoleh SK PAK8. Perlunya pendampingan secara aktif dalam mendorongperhutanan sosial dari Pemerintah Daerah dalammencapai target perhutanan sosial yang diamanahkanoleh RPJMN9. Perlu alokasi belanja sebesar 195 milyar per tahun untukrehabilitasi lahan kritis
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